
 

 

WALI KOTA BONTANG 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR  22 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA BONTANG NOMOR 37 TAHUN 2020 

TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BONTANG,  

Menimbang  : a.  bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal, tidak mendelegasikan pengaturan Tim 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal diatur dengan 
Peraturan Wali Kota;  

b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal,  Tim Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal ditetapkan dengan Keputusan 

Wali Kota;  

c.  bahwa ketentuan mengenai target dan indikator kinerja 
pencapaian standar pelayanan minimal setiap tahun telah 

diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal;  

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali 
Kota Bontang Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan 
Pemerintah Daerah;  

  
 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2.  Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6766);  

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

 
Muhammad Syaifullah, SH, M.Si 

NIP. 197404112000031001 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856);  

  
  

MEMUTUSKAN: 
 

 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA  TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN WALI KOTA BONTANG NOMOR 37 TAHUN 2020 

TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN 
MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.  

 

  

Pasal 1 

  Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 37 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan 
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2020 
Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

  

Pasal 2 

  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Bontang. 

 

 

 

  
  

 
Ditetapkan di Bontang   

 
pada tanggal  29 September 2023 

 
WALI KOTA BONTANG,   

  
  

 
                 ttd.   

  
  

          BASRI RASE  

  
  

Diundangkan di Bontang 
  

  

pada tanggal 29 September 2023  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG, 

        

                           ttd.        

   
  

          AJI ERLYNAWATI  
  

  

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2023 NOMOR 22  
 

 

 


